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KATA PENGANTAR

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan
masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut
adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra),
sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Penajam Paser Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) unsur
pelayanan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, menyusun Rencana Strategis
(Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan
oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser
Utara sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, maka Renstra Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu
Tahun 2024 - 2026. Kami menyadari bahwa Renstra yang dibuat ini tidak akan pernah
benar-benar sempurna. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya kelak kami mengharapkan
saran dan masukan dari para stakeholders agar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan rencana kegiatan dalam Renstra ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenoma yang muncul belakangan
ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan
pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari
meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut,
pemerintah mengeluarkan Inpres 7/99 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang
mewajibkan untuk menyusun perencanaan strategi (Renstra) yang merupakan salah satu
kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin
kompleks dan beragam.

Rencana strategis (Renstra) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusun Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
yang mungkin timbul dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Secara sederhana dapat di
katakan bahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh
seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dalam

pencapaian tujuan organisasi.
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BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah sejak dikeluarkannya dokumen
ini sampai dengan tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi
kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024 - 2026
dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.

Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026 yang perlu diatur sebagai
berikut:

1.

Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-
baiknya.

Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjalin
koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra ini dapat tercapai.

Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk
menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka
Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu
dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil
program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah,
maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

FAVYA WM.
Bpfbina TK.I (IV/b)
: 19661231 199803 2 020
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 dan Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, maka dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2024- 2026, untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan
dan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat : Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara serta berpedoman pada
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Permerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2024-2026.

Dokumen Renstra, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 yang
harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua
pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu kedepan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan orientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai
akhir poriode Renstra Tahun 2026 penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang
berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antipasif dan pengorganisasian usaha-
usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi,

peluang, dan kendala yang ada atau yang akan timbul.



Agenda kerja penyusunan dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD

Desember Januari Pebruari Maret April
NO Kegiatan
II|II |1V IT ||V IT |1V I 1 |1
Persiapan Penyusunan
1 | Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2024 - 2026

Penyusunan Rancangan
Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2024 - 2026

Pembahasan Draft Isu
Strategis, Tujuan dan
Sasaran Pembangunan
Daerah Tahun 2024 - 2026

Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Tahun
2024 - 2026

Forum Perangkat Daerah
Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2024 - 2026

Draft Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Tahun
2024 - 2026

Review Rancangan AKkhir
Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2024 - 2026 oleh
APIP

Verifikasi Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2024 - 2026
oleh Bapelitbang

Penetapan Renstra
Perangkat Daerah Tahun
2024 - 2026 melalui
Peraturan Bupati

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara merancang

dan merumuskan serta menetapkan RENSTRA secara bersama-sama antara unsur pimpinan

dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perumusan rencana strategis

mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis kuantitatif yang merupakan

rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Tahap mempersiapkan, merancang dan merumuskan rencana strategis meliputi :

1.  Mengenali lingkungan organisasi dan merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan

Merumuskan dan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai

2
3.  Mempersiapkan faktor - faktor penunjang
4

Menciptakan sistem umpan balik




Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan Dokumen lainnya, antara lain antara
lain :

1. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
dengan ruang lingkup organisasi perangkat daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang
setiap tahun akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Organisasi
Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Berkenaan Dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka renstra
atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dan
melakukan pengukuran Kkerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat
yang di emban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017
Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Dengan latar belakang hal tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat
Indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun lebih dari 1
tahun sampai dengan 3 tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada.

Dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026 berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Penajam Paser Utara.
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1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Penajam Paser Utara berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai

berikut :

iy

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser
Utara di Propinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
berapa kali diubah trakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
peribahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Pemerintah Daerah;

7) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025;



9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerabh;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaran
Pemerintah Daerah;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;

18) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulanagan Kemiskinan;

19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014;

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara tahun 2008 seri D nomor 3);

24) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 - 2025;

25) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023;

26) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10
tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Penajam Paser Utara;



1.3

1.4

27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja
pemerintah daerah;

28) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

29) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

30) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah untuk menjadi pedoman perencanaan yang
memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Administrasi kependudukan
selama 3 (tiga) tahun kedepan dan memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran,
program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.3.2 Tujuan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 ini yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah umum khususnya
administrasi kependudukan.

2. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai sebagai  wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan
daerah.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan,.

4. Memantapkan penyajian dan kependudukan yang valid, akuntabel dan mutakhir.

SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser

Utara Tahun 2024 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

1. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 01 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser
Utara. Kemudian disempurnakan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27
Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dengan kedudukan sebagai Dinas Kabupaten Penajam Paser Utara setingkat
Eselon Il yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi
dengan Dinas/Instansi terkait serta bertanggung jawab secara langsung kepada

Bupati Penajam Paser Utara.



STRUKTUR JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS |

MAWAR, ST, MM

SEKRETARIS

HENY PUSPA SARI, SE

SITTI MARIANI,S.SOS

KASUBAG. PERENCANAAN
PROGRAM

ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAERAH AHLI MUDA

KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelap

Bendahara (lll.a Non Eselon)

Pengadministrasian Kepegawaian

Pengadministrasian Perencanaan &

(TRIYANTI)

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

(SRI HARTINA, A. MD)

Pengadministrasian Keuangan

P lola P f: 1 Barang Milik Daerah

Verifikasi Keuangan

(MUSDALIFAH)

Pengolah Data

(YUSIA NONIK, S.KOM)

Petugas Keamanan

H.ANDI MUH.THAHA,S.SOS,MM

IRAMA, S.50S

JUZLIZAR RAKHMAN,S.SOS

(HAMSAH)

KABID. DAFDUK

KABID. CAPIL

KABID. PIAK

KABID. PDIP

DINI HAYANI, A. MD

HJ. KAMENDANA, S.S0S

DONY ARISWANTO, ST

ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN

Pengadministrasian Kependudukan

Pengadministrasian

Pranata Komputer (pengelola Tl)

Operator Komputer/pengadmini|

Pengolah/Entri Data (min 2 org)

Pengolah/Entri Data (min 2 org)

(BUDI HARTO DWI PUTRA, S.KOM)

Pranata Komputer/Petugas Perekaman

Pranata Komputer/Petugas

Analisis Data dan Informasi/ADB

Petugas Front Office (min. 2 org)

Petugas Front Office (min. 2 org)

(JAINUL,5.KOM)

Operator Komputer/Cetak KTP & KIA

MAWAR WARSIYAH, SH SARNO, A.MA.PD RASMIKA, SE
ADMINISTRATOR DATABASE ADMINISTRATOR DATABASE ADMINISTRATOR DATABASE ADMINISTRATOR DATABASE
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN

Pengadministrasian

Pengadministrasian

Pranata Komputer/Entri Data

Pranata Komputer/Entri Data

Petugas Front Office (min. 1 org)

Petugas Front Office (min. 1 org)

Pengelola Data Informasi

Operator Komputer/pengolah pi

Operator Pengolah Data Laporan dan

Operator Komputer/entri data
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Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27
Tahun 2017, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penajam Paser Utara terdiri dari :

Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin,

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas,
permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;

b. Perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c¢. Perumusan pedoman kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas;

d. Pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat
Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;

h. Penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Dinas
untuk keabsahan naskah dinas;

i. Penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan
program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

j. Memberikan petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayanan, Sekretaris serta bawahan lain pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
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Pengevaluasian pelaksanaan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan serta Sekretaris berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk

bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

m. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan administratif dan

teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah

tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas. Kesekertariatan yang

meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan,

administrasi umum ;

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan wusulan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya
Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

Pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Kepala Sub
Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi
Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan administrasi umum,
administrasi kepegawaian, serta penyusunan program, pelayanan administrasi

keuangan dan aset;
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Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan
Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum sesuai peraturan
dan pedoman yang ada;

Pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis
untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sub Bagian Perencanaan Program : mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

Adapun fungsi yang dijalankan Perencanaan Program yaitu :

a.

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program sebagai bahan penyusunan
DPA;

Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program
Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian
Perencanaan Program;

Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan
Program;

Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
administrasi keuangan, bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, LKIP, penyusunan
rencana/program kerja;

Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program baik secara lisan
maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sub Bagian Umum : mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi

kepegawaian.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan Fungsi :
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penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;

Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum;

Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Umum sesuai
peraturan dan pedoman yang ada;

Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan
yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis
sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sub Bagian Keuangan : mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, penatausahaan

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan Funsi :

a.

o a o

=

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;

Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Keuangan;
Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Keuangan;
Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
dan pelaporan keuangan serta aset;

Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Keuangan
sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya

Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.
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Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai

tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas pelayanan pendaftaran

penduduk yang meliputi identitas penduduk, nomor induk kependudukan, Penerbitan

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta pindah datang dan pendataan

penduduk, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari ;

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi ;

a.

pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk untuk bahan perumusan DPA;

penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
berdasarkan usulan Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang dan Pendataan
Penduduk untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;

pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Seksi Pindah
Datang dan Pendataan Penduduk berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pelayanan
pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, nomor induk
kependudukan, penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta pindah
datang dan pendataan penduduk;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Identitas Penduduk,
Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sesuai peraturan dan
pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.
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o Seksi Identitas Penduduk : mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pendataan dan
pendaftaran penduduk.

Seksi Identitas Penduduk Menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Identitas Penduduk sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Identitas Penduduk;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Identitas
Penduduk;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Identitas Penduduk;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
pendataan dan pendaftaran penduduk;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Identitas
Penduduk sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Identitas Penduduk
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i.  pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk baik secara lisan maupun
tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;

j-  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

¢ Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk : mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
administrasi pindah datang dan pendataan penduduk.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk menyelenggrakan fungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagai bahan
penyusunan DPA

b. penyiapan rencana Kkegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerabh;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pindah Datang

dan Pendataan Penduduk;
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pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk;

pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
administrasi pindah datang dan pendataan penduduk;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pindah
Datang dan Pendataan Penduduk sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan
Penduduk berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk baik
secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum

bidang pelayanan pencatatan sipil, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi ;

a.

pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil untuk bahan perumusan DPA;

penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan
usulan Seksi Kelahiran dan Kematian, Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan
Status Anak dan Kewarganegaraan untuk bahan perumusan Renstra Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil;

pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Kepala Seksi
Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan berdasarkan
peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
sebagai pedoman;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi

untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pelayanan pencatatan sipil;
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pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Kelahiran dan
Kematian, Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Kewarganegaraan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelahiran dan Kematian, Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan sebagai pertanggung
jawaban kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

e Seksi Kelahiran dan Kematian : mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi pencatatan kelahiran dan

kematian

Seksi Kelahiran dan Kematian Menyelenggarakan fungsi ;

d.

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Kelahiran dan Kematian sebagai bahan penyusunan
DPA;

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelahiran dan Kematian;
perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kelahiran dan
Kematian;

pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Kelahiran dan
Kematian;

pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
administrasi kelahiran dan kematian;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Kelahiran
dan Kematian sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelahiran dan Kematian
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelahiran dan Kematian baik secara lisan
maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.
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Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan : mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang pencatatan perkawinan, perceraian dan

perubahan status anak.

Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan Menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Kewarganegaraan sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencatatan
perkawinan, perceraian dan perubahan status anak;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan
yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status
Anak dan Kewarganegaraan baik secara lisan maupun tertulis sebagai
pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

j.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang

pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukani, Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan menelenggarakan fungsi ;

a.

pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang
ada pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk bahan
perumusan DPA;
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penyusunan rencana program Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan berdasarkan usulan Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan untuk bahan
perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan;

pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat
Daerah sebagai pedoman,;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan membimbing,
mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan
pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan dan Kewarganegaraan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaia;n program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

o Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan : mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi ;

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai
bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana Kkegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi

Perangkat Daerabh;
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c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan;

f.  pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sistem informasi administrasi kependudukan;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

i.  Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

j-  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan : mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan menyelenggarakan fungsi ;

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagai
bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana Kkegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerabh;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian
Data Kependudukan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pengolahan
dan Penyajian Data Kependudukan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan;

f. pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan
dan penyajian data kependudukan;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pengolahan

dan Penyajian Data Kependudukan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

20



Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang

pemanfaatan data.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan funsi :

a.

pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk bahan perumusan DPA;
penyusunan rencana program Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
berdasarkan usulan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Seksi Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan untuk bahan perumusan Renstra Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perumusan Renstra
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayanan;

pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan,
Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berdasarkan
peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
sebagai pedoman;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Seksi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk
optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pemanfaatan data dan inovasi
pelayanan;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan, Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pelayanan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
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pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

o Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan : mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama dan

inovasi pelayanan.

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagai bahan
penyusunan DPA;

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerabh;

penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan;

pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan;

pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kerjasama
dan inovasi pelayanan;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Kerjasama
dan Inovasi Pelayanan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan baik secara
lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

o Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan : mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
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a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana Kkegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerabh;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sesuai peraturan dan pedoman
yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya;

i.  pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

j-  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang
menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Uraian Tugas Jabatan Fungsional akan diatur terpisah dari Peraturan Bupati

ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

2.2. SUMBER DAYA
2.2.1. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 01 Tahun 2011 , tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 07 Tahun 2011
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diperbaharui kembali dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 tahun

2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara disebutkan bahwa

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser

Utara dengan jumlah pegawai sebagaimana table berikut :

Tabel : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Tahun 2022

GOLONGAN

Id

IIc | IId | Ila | IIb Il c

[rd

IVa

IVb

JML

22

Komposisi pegawai dan Tenaga Honor Lepas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil berdasarkan pendidikan sebagaimana table berikut :

Tabel : Jumlah PNS dan THL Berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2022

TINGKAT PENDIDIKAN
INSTANSI/UNIT
NO. KERJA
J SD [SLTP|SLTA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | JML
1 | Pegawai 1| - 2| -11]2]-114|2] 22
Negeri Sipil
2 Tenaga Honor ) i 23 i 1 ) 11 i 35
Lepas

Komposisi PNS dan THL sebagaimana table di atas menggambarkan secara sepintas bahwa

kondisi volume beban tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

jumlah pegawai yang ada belum memadai sehingga banyak THL yang kemudian direkrut.

2.2.2. Sumber Daya Aset / Modal
Aset Bergerak
Unit Keterangan
No Sarana dan Prasarana

Buah

1 Kendaraan (Roda 4) 4 2 Rusak

2 Kendaraan (Roda 2) 11 5 Rusak

3 Kendaraan (Roda 4 Minibus) 2 1 Rusak
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Aset Tidak Bergerak
Unit Keterangan
No Sarana dan Prasarana
Buah

1 Mesin Penghitung Uang 1

2 Mesin Fotocopy Electronic 1 Rusak Berat
3 Lemari Besi/Metal 17

4 Lemari Kayu 4

5 | Brandkas 2

6 Rotary Filling 1

7 Lemari Kaca 7

8 Alat Penyimpanan Kantor Lainnya 1

9 Papan Visual/Papan Nama 1

10 | White Board 1

11 | Alat Penghancur kertas 1

12 | Mesin Absensi 2

13 | Mesin Laminating 2 Rusak Berat
14 | Mesin Antrean 1 Rusak Berat
15 | Alat Kantor Lainnya 3

16 | Meja Rapat 2 1 Rusak Berat
17 | Meja Resepsionis 6

18 | Kursi Rapat 2

19 | Kursi Tamu 47

20 | Kursi Putar 40

21 | Meja Komputer 9

22 | Partisi 1

23 | Sofa 1

24 | Lemari ES 1

25 | A.CSplit 12

26 | Televisi 9 3 Rusak Berat
27 | Sound System 1

28 | Stabilisator 7

29 | Camera Video 16
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30 | Dispenser 2 Rusak Berat
31 | Handy Cam 2

32 | Gordyin/Kray 2 1 Rusak Berat
33 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural 31

34 | Meja Kerja Pejabat Lain-Lain 7

35 | Kursi Kerja Pejabat Eselon [V 10

36 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 9

37 | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III 13

38 | UPS 26

39 | Tripod Camera 1

40 | Lighting Stand Tripod 1

41 | Layar Film/Proyektor 3

42 | Camera Digital 1

43 | Mesin Jilid 4

44 | Telephone (PABX) 1 Rusak Berat
45 | Facsimile 1 Rusak Berat
46 | Genset 5

47 | P.C Unit 67

48 | Laptop 42 4SRe li‘:'fi‘i(és
49 | Notebook 1 Rusak
50 | Hardisk 10

51 | Card Reader (Peralatan Mini Komputer) 25

52 | Monitor 12

53 | Printer 85 5 Rusak
54 | Scanner 9

55 | External / Portable Hardisk 8

56 | Server 4

57 | Peralatan Jaringan 7

58 | Dispenser 2
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Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa

inventaris dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana

tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pada setiap tahunnya,

sehinggan sarana dan prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan di masa mendatang dalam

rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3

Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam
pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk melakukan pengendalian kuantitas
penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin
tercapainya petumbuhan penduduk yang seimbang. Jumlah penduduk yang besar dengan
pertumbuhan cepat, kualitas rendah, persebaran tidak merata akan menghambat
tercapainya kondisi ideal antara kualitas, kuantitas, mobilitas, dan daya dukung lingkungan.
Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, oleh karena itu

perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk.

Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan
kependudukan harus dilaksanakan secara lintas bidang dan lintas sektor, oleh karena itu
dibutuhkan koordinasi dan pemahaman mengenai hubungan penduduk dan dinamikanya,

termasuk pembangunan keluarga dengan perkembangan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) sejak tahun 2007. Sistem tersebut bertujuan menata sistem administrasi
kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dibidang kependudukan serta
terbangun database kependudukan yang terpusat. Database kependudukan yang dihasilkan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan
karakteristik penduduk dan kedepanya diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan datakependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
siklus manajemen pemerintahan dan pembangunan. Secara umum, tujuan monitoring dan
evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi dan mengambil pelajaran dari pengalaman

mengenai pengelolaan program melalui capaian keluaran (output), hasil (outcome),
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manfaat (benefit), dan dampak (impact) dari kegiatan pembangunan yang telah selesai
dilaksanakan. Informasi dan pelajaran tersebut kemudian menjadi umpan balik bagi
pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

pengendalian rencana pembangunan selanjutnya.

Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2013 -2018 menunjukkan beberapa beberapa

keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Program Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja pada pelayanan administrasi perkantoran didukung dengan kegiatan-

kegiatan :

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan konsultasi dalam daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja pada pelayanan sarana dan prasarana perkantoran melalui kegiatan :

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Pengolahan dalam menyusun informasi kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK

Pelayanan Pencatatan Perkawinan Diluar Kantor

Penerapan dan Penerbitan KTP-El secara regular di Kabupaten Penajam Paser Utara

Pelayanan Pencatatan Sipil

28



Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Dari segi ketertiban administrasi kependudukan sudah mulai ada peningkatan kinerja .
Sebagai gambaran akan hal tersebut dapat dicermati bahwa penerbitan Akte Kelahiran, Akta
Perkawinan, Akta Kematian tersedia datanya, begitu pula dalam hal penerbitan KTP EL
Penduduk yang memiliki KTP El tiap tahunnya mengalami peningkatan. Disisi lain pemerintah
juga telah menertibkan administrasi serta data basenya. Hal ini sangat penting apabila ingin
terwujudnya penguatan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan berkualitas. Berikut grafik peningkatan jumlah Akte Kelahiran
dan KTP :

Grafik : Jumlah Pelayanan Akte Kelahiran

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

2018 2019 2020 2021 2022
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Grafik : Jumlah Pelayanan Akte Kematian
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Tabel T-C.23

Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Penajam Paser Utara

Indikator Target | Target Target
No . 8 g Indikator Target Renstra Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -
kinerja NSPK IKK .
lainnya
2018 2019 2020 2021 2022 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1. | Jumlah Layanan 6.000 3.000  2.225 2.000 1.800 5971 | 6.632 5.785 4.288 4582 | 9952 221 260 214 254
Akte Kelahiran
Jumlah Layanan
2. | Akte 85 115 125 135 150 287 65 80 105 88 | 337.65 | 56.52 64 | 7778 | 5867
Perkawinan
3, | Jumlah Layanan 900 910 920 930 950 980 966 1031 1419 1221 | 108.89 | 106.15 | 112.07 | 152.58 | 128.53
Akte Kematian
4. ]I;‘T“l‘,';ll‘kekam 120280 | 13200 | 14.520 | 15.973 19.236 | 122.748 | 12.805 | 18.494 | 21211 | 16.891 | 102.05 | 97.01 | 127.37 | 13279 | 87.81
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2.3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pengelolaan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pelaksanaan Renstra periode 2018 - 2023 yaitu
tahun 2018 mengelola anggaran Rp. 6.483.883.195-, Tahun 2019 dengan anggaran Rp.
6.467.602.582,- Tahun 2020 dengan anggaran Rp. 5.786.009.508,-. Tahun 2021 dengan
anggaran Rp. 6.965.116.981,-, tahun 2022 dengan anggaran Rp. 6.067.769.309,-.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan
jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun

ketahun.

33



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel T-C. 24

Kabupaten Penajam Paser Utara

Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Uraian

An

=}

aran pada Tahun ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun ke -

Rasin antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -

Rata-rata pertumbuhan

2018

2019

2020

202

2022

2018

2013

2020

20

2022

2018

2013

2020

2021

2022

Anggaran

Realisasi

U

2

@)

(4)

(@)

(6)

V)

(8)

(1)

(D)

()

(12)

(13)

(14)

(13)

(1)

(1)

(18)

Program pelayanan
administrasi perkantoran

1.267.373.200

1.068.498.384

1.222.405.000

1126.400.460

307130717

1.084.241.37a

58.88

g9.08

88.70

Program Peningkatan sarana
dan prasarana aparatur

65.596.800

39.158.000

376.242.042

37.829.000

3a.072.384

309.772.487

a767

89.57

82.33

Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaparan capaian kinerja dan
keuangan

31.000.000

30.438.700

98.38

Frogram penataan
administrasi kependudukan

1.025.022.000

1.037.392.336

870.167.700

1.407.832.462

1.397.108.259

§39.913.239

92.32

30.88

g96.41

Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

6a.600.000

26697800

40.70

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan daerah
Kabupaten / Kota

0.462.042.87

a.811.779.309

3.687.030.322

0.592.358.543

6700

92.18

Program Pendaftaran

Penduduk

953.262.332

37.00.000

910.312.025

37447100

9a.43

59.86

Program Pencatatan Sipil

90.614.506

41.700.000

81.682.610

36.870.200

3014

88.42

Program Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

431137272

176.730.000

173.310.638

164.377.100

3174

42.98
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Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor
yang menjadi tantangan. Setidaknya berkaitan dengan penerapan pola manajerial satuan
kerja yang sangat menentukan bagi kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang
telah diprogramkan. Pola ini banyak menjelaskan beberapa isu dan permasalahan dilihat
dari sisi sistem manajemen kegiatan. Selain itu faktor-faktor yang berpengaruh di luar
kapasitas kelembagaan yang ada seperti peraturan, proses anggaran, kewenangan lembaga,

tingkat SDM masyarakat serta kondisi geografis wilayah.

4.1 Tantangan

Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai baik kuantitas maupun
kualitas.

Minimnya kemampuan penguasaan teknologi informasi personil pelayanan.

Anggapan  bahwa  administrasi  kependudukan  dilihat sebagai = sumber
pemasukan/pendapatan daerah, bukan sebagai pelayanan publik.

Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu
perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.

Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan

nyaman.

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan

antara lain :

2

a.

C.

4.2 Peluang
Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-
undangan lainnya sebagai payung hukum.
Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan tertib
administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Adanya pemegang kepentingan (stake holder) yang mewajibkan tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit, Badan
Penyelenggara jaminan kesehatan (BP]S), Kepolisian dan SKPD atau lembaga lainnya.
Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung

keakuratan, kemutahiran dan validasi data kependudukan.
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Kelompok Sasaran Layanan
2.5.1 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun Kelompok Sasaran Layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Diberikan kepada Penduduk yang berdomisili di
Kabupaten Penajam Paser Utara dengan minimal Usia Diatas 17 Tahun atau sudah
menikah.

2. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan,
hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga. KK
dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan
Kantor Kelurahan, KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap
kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal
lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam
keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. KK menjadi dasar untuk
penerbitan KTP, dan menjadi dasar bagi pemenuhan hak warganegara yang lainnya dan
bagi Pemerintah menjadi dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan.

3. KIA diterbitkan dalam dua versi, yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17
tahun. Masa berlaku kartu ini ternyata juga berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia
kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi
anak usia di atas 5 tahun, maka masa berlakunya akan habis sampai anak berusia 17
tahun kurang satu hari.Kemudian ketika anak Anda berulang tahun yang ke-17, KIA
akan secara otomatis diubah menjadi KTP. Hal ini karena nomor yang tertera di KIA
akan sama dengan yang ada di KTP.

4. Surat Pindah diberikan kepada penduduk yang bermohon untuk pengajuan pindah
alamat antar kabupaten/propinsi atau didalam satu kabupaten.

5. Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua
(silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta
kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak
yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999
tentang HAM, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.
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Akta Kematian diberikan kepada penduduk yang telah meninggal dunia melalui pelapor
dengan dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk kemudian diterbitkan
doukumen akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akta Perkawina diberikan kepada masyarakat non muslim yang telah melaksanakan
perkawinan secara adat/agama menurut keyaikanan masyarakat dan kemudian
melakukan pencatatan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
untuk diterbitkannya Akta Perkawinan kepada masyarakat tersebut.

Akta perceraian sama halnya dengan akta perkawinan dimana masyarakat non muslim
dapat mengajukan permohonan pencatatan akta perceraian dengan di dasari
persyaratan permohonan akta perceraian untuk kemudian di terbitkan akta perceraian
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Identitas Kependudukan (NIK)
, Data Kependudukan KTP Elektronik dalam Peningkatan Pelayanan dengan SKPD yang
berada di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji
Putri Botung, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas KUKMPERINDAG Kabupaten
Penajam Paser Utara.

Buku Pokok Pemakamam adalah pencatatan kematian di setiap komplek atau tempat
pemakaman umum yang ada di desa/kelurahan bekerjasama dengan Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bekerjasama dengan TNI dan Polri sebagai Verifikator Berkas Penerimaan terkait

Dokumen Administrasi Kependudukan calon anggota TNI dan Polri.
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BAB 111

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 maka pada
hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam/atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk
untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,
memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih
tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta
berhak kembali.

Disebutkan pula bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh
Dokumen kependudukan;
1. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Perlindungan atas data pribadi;
3. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
4. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya
dan/atau keluarganya; dan
5. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi
pelaksana.
Pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Repulik Indonesia walaupun
telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan
sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya

makin tinggi.

Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang
semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan
administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib; sehingga tidak akan
terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan

antara instansi pemerintah dengan para pengguna langsung dari masyarakat .

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan
hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian
harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid dan tidak berubah-ubah,
sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir

dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/ penting yang dialami
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oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang
diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan
input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum
seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan

pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun
diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa
kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah
datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang

mengalaminya.
a.1. Permasalahan yang ada :

a.1.1.Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

a. Tingkat kepemilikan KTP-EL-EL penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
dibanding dengan wajib KTP-EL sebesar 99.27%

b. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP-EL dan dokumen
kependudukan lainnya yang tepat waktu masih kurang.

c. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih
kurang, terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan
status kependudukan karena karena kawin, cerai hidup, cerai mati pindah datang
tetapi belum melaporkan

d. Pendataan Administrasi Kependudukan Penyandang Disabilitas.

e. Pendataan Penduduk Rentan

f. Pendataan Penduduk Non Permanen

a.1.2. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. Data base kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir

b. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan
penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.

c. Penyiapan DP4 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu
Legislatif Tahun 2024

d. Penyiapan DP4 untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024

a.1.3 Bidang pelayanan pencatatan sipil.
a. Adanya permasalahan pengurusan akta catatan sipil bersifat lintas sektoral.
b. Tempat ruang arsip pencatatan sipil belum representative dari segi kemananan
dan kerahasiaan dokumen catatan sipil

c. Pengelolaan dokumen arsip maupun akta catatan sipil masih bersifat manual.
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

d. Penerapan Buku Pokok Pemakaman.
a.1.4 Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
a. Belum tersedianya data ware house yang ada di dalam perangkat SKPD
b. Pengembangan Layanan Administrasi Kependudukan Digital dalam genggaman.
a.1.5 Sekretariat
a. Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan
rutin kantor serta ruang pelayanan yang tidak memadai.
b. Terbatasnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang
kegiatan bidang-bidang dan sekretariat SKPD.
c. Tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sudah tidak

representatif dari segi kemananan dan kerahasiaan dokumen catatan sipil.

b.2. Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan
b.2.1 Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

a. Tingkat kepemilikan KTP-EL penduduk kabupaten Penajam Paser Utara dibanding
dengan wajib KTP-EL sebesar 100 %.

b. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP-EL dan dokumen kependudukan
lainnya yang tepat waktu.

c. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga cukup
tinggi dengan indikasi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan
karena karena kawin, cerai hidup, cerai mati pindah datang dilaporkan oleh
penduduk.

d. Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi penyandang disabilitas

e. Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi penduduk Rentan

f. Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi penduduk non permanen

b.2.2 Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
a. Data dan informasi kependudukan akurat dan mutakhir.
b. Data dan informasi kependudukan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan
penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah
c. Tersedianya Data dan informasi kependudukan akurat dan mutakhir.

d. Tersedianaya Data dan informasi kependudukan akurat dan mutakhir.

b.2.3 Bidang pelayanan pencatatan sipil
a. Teratasinya permasalahan pengurusan akta catatan sipil bersifat lintas sektoral.

Tersedianya ruang arsip pencatatan sipil yang representative
c. Pengelolaan dokumen arsip maupun akta catatan sipil secara modern dan

elektronik.

d. Tersedianya Dokumen Buku Pokok Pemakaman
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

b.2.4 Bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
a. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di pemerintah.
b. Tersedianya Layanan Administrasi Kependudukan dalam Genggaman Bagi

masyarakat berbasis Web

b.2.5 Sekretariat
a. Tersedianya ruang/gedung dinas yang representativ untuk penyelenggaraan
program dan kegiatan rutin kantor serta ruang pelayanan yang laik/memadai.
b. Terpenuhinya kebutuhan personil secara kuantitas dan kualitas untuk menunjang
kegiatan bidang-bidang dan sekretariat SKPD.
c. Tersedianya tempat / ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

yang representatif dari segi keamananan dan kerahasiaan.
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Disdukcapil
Kabupaten Penajam Paser Utara

Aspek Kajian Kondisi Saat ini Kondisi yang Diinginkan
A. Bidang
Pelayanan . . .
Tingkat kepemilikan KTP-EL masih . . o
Pendaftaran 99.27% Tingkat kepemilikan KTP-EL 100%
Kependudukan

Tertib waktu pelaporan pengurusan KTP-
EL dan dokumen kependudukan lainya
yang tepat waktu masih kurang

Tertib waktu pelaporan pengurusan KTP-EL
dan Dokumen Kependudukan

Tingkat validitas data penduduk yang
tercantum dalam Kartu Keluarga masih Tingkat validasi data dalam Kartu Keluarga
kurang dan pelaporan peristiwa penting dan pelaporan peristiwa penting tinggi

masih kurang

Pendataan Administrasi Kependudukan Tingkat Kepemilikan Dokumen Adminduk
Penyandang Disabilitas bagi Penyandang Disabilitas

Tingkat Kepemilikan Dokumen Adminduk

Pendataan Penduduk Rentan bagi penduduk rentan

Tingkat Kepemilikan Dokumen Adminduk

Pendataan Penduduk non Permanen ;
bagi penduduk non permanen
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B. Bidang
Pengelolaan
Informasi
Administrasi

Kependudukan

C. Bidang
Pelayanan
Pencatatan

Sipil

Data Base kependudukan belum
seluruhnya akurat dan mutakhir

Data dan informasi kependudukan akurat
dan mutakhir

Data Base kependudukan belum secara
optimal dimanfaatkan sebagai bahan
bahan penentu perencanaan dan kegiatan
pembangunan daerah

Data dan informasi kependudukan
dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan
penentu perencanaan dan kegiatan
pembengunan daerah

Penyiapan Dp4 untuk pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif
Tahun 2024

Tersedianya data dan informasi
kependudukan akurat dan mutakhir

Penyiapan Dp4 untuk pemilihan Kepala
Daerah serentak Tahun 2024

Tersedianya data dan informasi
kependudukan akurat dan mutakhir

Adanya permasalahan pengurusan akta
catatan sipil bersifat lintas sektoral

Teratasinya permasalahan pengurusan akta
pencatatan sipil bersifat lintas sektoral

Tempat ruang arsip pencatatan sipil belum
representative dari segi keamanan dan
kerahasiaan dokumen catatan sipil

Tersedianya ruang arsip pencatatan sipil
yang representative

Pengelolaan dokumen arsip maupoun akta
catatan sipil masih bersifat manual

Pengelolaan dokumen arsip mauoun akta
pencatatan sipil secara modern dan
elektronik

Penerapan Buku Pokok Pemakaman

Tersedianya Buku Pokok Pemakaman
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

D. Bidang
Pemanfaatan
dan Inovasi

Pelayanan

E. Sekretariat

Belum tersedianya data ware house yang
ada di dalam perangkat skpd

Tersedianya layanan informasi data
kependudukan di pemerintahan

Pengembangan Layanan Administrasi
Kependudukan Digital dalam Genggaman

Tersedianya Layanan Administrasi
Kependudukan Digital dalam Genggaman
kepada masyarakat berbasis web

Terbatasnya ruang/gedung kantor untuk
penyelenggaraan program dan kegiatan
rutin kantor

Terdsedianya ruang/gedung kantor yang
representative untuk penyelenggaraan
program danmkegiatan rutin kantor

Terbatasnya personil baik secara kualitas
maupun kuantitas untuk menunjang
kegiatan pada bidang dan kesekretariatan

Terpenuhinya kebutuhan personil secara

kualitas maupun kunatitas untuk menunjang

kegiatan pada bidang dan sekretariat

Tempat/ruang khusus dokumen
kependududkan dan pencatatan sipil tidak
representative baik dari segi keamanan
dan kerahasiaan dokumen

Tersedianya tempat/ruang khusus dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil yang
reprfesentative dari segi keamanan dan
kerahasiaan
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3.2.

Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Penentuan Isu-isu Strategis

Pelayanan publik menjadi hal penting dalam penerapan good governance di
Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelayanan publik yang murah, cepat, mudah serta
didukung dengan teknologi informasi yang maksimal perlu diupayakan dalam mendukung
peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, pelayanan publik di Kabupaten
Penajam Paser Utara masih mengalami beberapa permasalahan utama yang menyebabkan
belum maksimalnya pelayanan publik. Masih kurangnya tingkat keefektifan dan efisiensi
dari segi waktu dan biaya pelayanan serta transparansi alur dan proses pelayanan menjadi
permasalahan yang perlu segera ditingkatkan, maka isu strategis dalam penyelenggaraan
program Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tiga tahun kedepan adalah sebagai
berikut:

a. IsuUtama
“ Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi“

Isu strategis yang Utama berkisar pada meningkatnya kualitas dan kuantitas
pelayanan. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dapat dimungkinkan sekali faktor
penyebabnya adalah kualitas dan kuantitas pelayanan yang belum baik. Masih
rendahnya pemahaman masyarakat dan kondisi geografis wilayah dengan penyebaran
penduduk yang tidak merata juga menjadi penyebab masih belum dapat tercapainya
layanan administrasi kependudukan tidak optimal. Selanjutnya dengan dengan kondisi
tersebut di atas maka akan berpengaruh pula terhadap validitas data base
kependudukan yang tersaji.

b. IsuTambahan
- Kurangnya kualitas SDM yang memadai
- Permasalahan jumlah SDM PNS yang kurang
- Belum optimalnya pemahaman masyarakat

- Terbatasnya anggaran
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan Tujuan dan
Sasaran Daerah yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan
dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan
asumsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap konsisten dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran merupakan
hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja
pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja

pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan Perangkat daerah merupakan
penjabaran atau implementasi dari penyataan tujuan dan sasaran daerah, dan
tujuan Perangkat daerah adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan jangka
mengengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam
Paser Utara 2024-2026 adalah : “Peningkatan pelayanan prima kepada
publik.”

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penajam Paser Utara Sasaran perangkat daerah adalah penjabaran dari
tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah
organisasi pemerintah dalam waktu tahunan. Sasaran jangka mengengah
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
2024-2026 adalah : “Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan

dengan dukungan tekhnologi infromasi.”

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan
dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas
pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara

langsung pencapaian sasaran pembangunan

Adapun Indikator dan target kinerja Dukcapil dapat dilihat pada tabel
berikut:
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TABEL T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -
NO. TUJUAN SASARAN
TUJUAN/SASARAN Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
1 2 3 4 5 6 7
1 Peningkatan Pelayanan Pemantapan Sarana dan
Prima Kepada Publik Prasarana Indeks Kepuasan
Pemerintahan Dengan mas argkat 87 91 95
Tekhnologi Informasi y
Persentase Peningkatan
Dukungan Pelayanan 0 0 0
Publik Berbasis 70% 80% 0%

Tekhnologi Informasi
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4.2 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Cascading Kinerja Merupakan Proses Penjabaran dan Penyelarasan Kinerja
dan Target Kinerja secara Vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke
level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascding harus dilakukan secara jelas,
terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab

akibat sinergitas.

Perumusan Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Penajam Paser Utara harus mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara dan disusun secara berjenjang dari level kinerja kota sampai level staf
dan /atau pejabat fungsional, dimana level kinerja bawah merupakan penyumbang
kinerja untuk level kinerja di atasnya yang disusun dalam bentuk Cascading

/pohon kinerja.

Berikut Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 202
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CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TUJUAN

Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

|
v

SASARAN

Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Dengan Dukungan Tekhnologi Infromasi

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
[}

,

STRATEGI

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik Berbasis Tekhnologi Infromasi

|
4

!

ARAH KEBUAKAN

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Yang Memadai

Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website/Aplikasi Online

Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Admijstrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

v Eselon ||
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Persentase Pelaksanaan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
v 2 : - - K |
i . engelolaa Meningkatnya Pengel Menin
Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Meningkatnva_P g e ; . L & gelojaan - en' gtkatnys Pengeloi_aan
o layanan Informasi Aadministrasi Pemanfaatan Data dan Inovasi Penunjang Urusan Pemerintah
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil g
kependudukan Pelayanan Yang Baik
Eselon Il
Persentase Kepemilikan Persentase Kepemilikan Persentase Data Valid dan Persentase Pemanfaatan Data Akiintabilitas K,m?'r]a dan
s . Keuangan ( Nilai SAKIP
Dokumen Pendaftaran Penduduk Dokumen Pencatatan Sipil Akurat dan Inovasi
Perangkat Daerah )
Pencatatan, Penatausahaan dan Pencatatan, Penatausahaan dan Terlaksananya Penyelenggaraan Tersusunya Laporan Capaian
; . Terlaksananya Pengelolaan dan R 5 :
Penerbitan Dokumen atas Penerbitan Dokumen atas Peiivailan Data Kepehdiidukan Pemanfaatan Data Kinerja dan Ikhtiar Realisasi
Pendaftaran Penduduk Peristiwa Penting Lainnya vel i kependudukan Kinerja SKPD
Eselon IV

Persentase Kepemilikan
Dokumen Kependudukan

Persentase Kepemilakan Akta
Pencatatan Sipil

Data Penduduk Yang Mutakhir
(Dokumen)

i I

i l

Jumlah Data Kependudukan
Terupdate dan Dimanfaatkan
oleh Pengguna

Jumlah Dokumen

l | I
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Terlaksananya Perekaman KTP-El

Persentase Perekaman Waijib
KTP-El

Terlaksananya Pelayanan
Pencatatan Akte Kelahiran Usia O
-18 Tahun

Persentase Capaian Penerbitan
Akte Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun

Terlaksananya Penyusunan Profil
Perkembangan Penduduk Skala
Kabupaten

Terlaksananya Pencetakan /
Penerbitan KTp -EL

[ I

Jumlah Dokumen

Terlaksannya Pelayanan
terintegritas di Desa

Jumlah Pencetakan KTP - EL

Terlaksananya layanan
Pencatatan Akta Kematian

Jumlah Pelayanan dan Dokumen

Terlaksananya Pembayaran Gaji
dan Tunjangan ASN

Jumlah Akta Kematian Yang
Diterbitkan

Terlaksananya Laporan Harian,
Bulanan dan Tahunan Tentang
Data kependudukan

Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN Setiap 12 Bulan

Terlaksananya Penerbitan Kartu
Identitas Anak (KIA)

1 I

Jumlah Laporan

Terselenggaranya kerjasama
Pemanfaatan Data
Kependudukan

Persentase Penerbitan KIA

Terlaksananya pelayanan
Biometrik

Jumlah Penerbitan Biometrik

Terlaksananya pelayanan
penduduk Pindah dan Datang

Jumliah Penduduk Pindah dan
Datang

Terlaksananya layanan
Pencatatan Akta Perkawinan
Penduduk

Jumlah Dokumen PKS

Tersusunya Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulan/Semester &
Tahunan SKPD

Persentase Pencatatan Akte
Perkawinan

Terlaksananya layanan
Pencatatan Akta Perceraian

Persentase Pencatatan Akte
Perceraian

Terlaksananya Penerapan Buku
Pokok Pemakaman Se
Kabbupaten PPU

Jumlah Desa/Kelurahan
menerapkan Buku Pokok
Pemakaman

Terlaksananya Pelayanan
Verifikasi dan Validasi Data
Penduduk {NIK)

jumiah Laporan dan Dokumen
Perangkat Daerah

Jumiah Data

Terlaksananya Monitoring
pemanfaatan Data Oleh OPD

Laporan Data Balikan

Tersusunya Laporan Keuangan
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Pengelolaan
Sistem Informasi kependudukan
dengan Baik

Pelayanan berjalan Lancar

Terlaksananya Pembinaan dan
Monitoring Pengelolaan
Informasi Adminduk

Jumlah Laporan

I 1

Jumlah Laporan / Dokumen

Terlaksananya layanan Inovasi
dan terintegrasi

1 |

Jumlah Inovasi Pelayanan

Terlaksananya Penyediaan
Komponen [nstalasi Kantor

Jumiah Laporan / Dokumen

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Tentang Pemanfeatan Data dan
Inoasi Pelayanan

Jumlah Peserta

Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Pengadaan peralatan
Kantor

50



Terlaksananya Bimbingan Teknis
Tentang Pendaftaran Penduduk

I |

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Tentang Pencatatan Sipil

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Tentang Pengelolaan SIAK

Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan Pengadaan

Jumlah Peserta

Jumlah Peserta

Jumlah Peserta

Jumlah Barang Cetakan dan
Pengadaan

| I

Terlaksananya Penyelenggaraan
Rapat dan Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Kegiatan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya jasa Surat
Menyurat / Alat Tulis Kantor

Jumlah dan Laporan lasa Surat
Menyurat (Pengadaan ATK)

Terlaksananya Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Laporan Pelaksanaan
Penyediaan Jasa Komunikasi 12
Bulan

Terlaksananya jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Jasa pelayanan Umum
Kantor (THL)
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Terlaksananya jasa Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Dinas
Kantor

Jumlah Kendaraan Dinas Kantor
Roda 2 dan Roda 4

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Peralatan
Kantor

Tersusunya Laporan Barang Milik
Daerah

Jumliah Dokumen

I I

Terlaksananya Penataan Arsip
Pada Perangkat Daerah

Jumlah Arsip
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CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TUJUAN

Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

¥

SASARAN

Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Dengan Dukungan Tekhnologi Infromasi

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

v
STRATEGI
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik Berbasis Tekhnologi Infromasi
ARAH KEBUAKAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Yang Memadai Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website/Aplikasi Online

Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Admijstrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

i Eselon Il
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan [
Persentase Pelaksanaan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan |
2 ¥ ————3 — — — | '
i t P I Meningkatnya Pengelolaa Meningtkat Ps lolaa
Meningkatnya Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Meanee nya- engetlc :?an . Sl e . =i .ng Ly engeo' i
e layanan Informasi Aadministrasi Pemanfaatan Data dan Inovasi Penunjang Urusan Pemerintah
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil 3
kependudukan Pelayanan Yang Baik
Eselon Il
Akuntabilitas Kinerja d
Persentase Kepemilikan Persentase Kepemilikan Persentase Data Valid dan Persentase Pemanfaatan Data antias .|m.er;a an
L . Keuangan ( Nilai SAKIP
Dokumen Pendaftaran Penduduk Dokumen Pencatatan Sipil Akurat dan Inovasi
Perangkat Daerah )
Pencatatan, Penatausahaan dan Pencatatan, Penatausahaan dan Terlaksananya Penyelenggaraan Tersusunya Laporan Capaian
¥ ) Terlaksananya Pengelolaan dan N i =
Penerbitan Dokumen atas Penerbitan Dokumen atas Penvailan Data Kapendudiikan Pemanfaatan Data Kinerja dan Ikhtiar Realisasi
Pendaftaran Penduduk Peristiwa Penting Lainnya g e kependudukan Kinerja SKPD
Eseion IV

Persentase Kepemilikan
Dokumen Kependudukan

Persentase Kepemilakan Akta
Pencatatan Sipil

O l

Data Penduduk Yang Mutakhir
(Dokumen)

Jumlah Data Kependudukan
Terupdate dan Dimanfaatkan
oleh Pengguna

Jumlah Dokumen
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Terlaksananya Perekaman KTP-E|

Persentase Perekaman Wajib
KTP-El

Terlaksananya Pelayanan
Pencatatan Akte Kelahiran Usia 0
-18 Tahun

Persentase Capaian Penerbitan
Akte Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun

Terlaksananya Penyusunan Profil
Perkembangan Penduduk Skala
Kabupaten

I |

Terlaksananya Pencetakan /
Penerbitan KTp -EL

Jumlah Dokumen

Terlaksannya Pelayanan
terintegritas di Desa

Jumlah Pencetakan KTP - EL

Terlaksananya layanan
Pencatatan Akta Kematian

Jumlah Pelayanan dan Dokumen

Terlaksananya Pembayaran Gaji
dan Tunjangan ASN

Jumlah Akta Kematian Yang
Diterbitkan

Terlaksananya Laporan Harian,
Bulanan dan Tahunan Tentang
Data kependudukan

Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN Setiap 12 Bulan

Terlaksananya Penerbitan Kartu
Identitas Anak (KIA)

Jumlah Laporan

Terselenggaranya kerjasama
Pemanfaatan Data
Kependudukan

| |

Persentase Penerbitan KIA

Terlaksananya pelayanan
Biometrik

Jumlah Penerbitan Biometrik

| I

Terlaksananya pelayanan
penduduk Pindah dan Datang

Jumliah Penduduk Pindah dan
Datang

Terlaksananya layanan
Pencatatan Akta Perkawinan
Penduduk

Jumlah Dokumen PKS

Tersusunya Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulan/Semester &
Tahunan SKPD

Persentase Pencatatan Akte
Perkawinan

Terlaksananya layanan
Pencatatan Akta Perceraian

Persentase Pencatatan Akte
Perceraian

Terlaksananya Penerapan Buku
Pokok Pemakaman Se
Kabbupaten PPU

Jumlah Desa/Kelurahan
menerapkan Buku Pokok
Pemakaman

Terlaksananya Pelayanan
Verifikasi dan Validasi Data
Penduduk (NIK)

jumiah Laporan dan Dokumen
Perangkat Daerah

Jumiah Data

Terlaksananya Monitoring
pemanfaatan Data Oleh OPD

Laporan Data Balikan

Tersusunya Laporan Keuangan
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Pengelolaan
Sistem Informasi kependudukan
dengan Baik

Pelayanan berjalan Lancar

Terlaksananya Pembinaan dan
Monitoring Pengelolaan
Iinformasi Adminduk

| !

Jumlah Laporan

Jumlah Laporan / Dokumen

Terlaksananya layanan Inovasi
dan terintegrasi

Jumlah Inovasi Pelayanan

Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi Kantor

| I

Jumlah Laporan / Dokumen

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Tentang Pemanfaatan Data dan
Inoasi Pelayanan

I 1

Jumlah Peserta

Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Pengadaan peralatan
Kantor

50



| I

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Tentang Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Tentang Pencatatan Sipil

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Tentang Pengelolaan SIAK

Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan Pengadaan

Jumlah Peserta

Jumlah Peserta

Jumlah Peserta

Jumlah Barang Cetakan dan
Pengadaan

Terlaksananya Penyelenggaraan
Rapat dan Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Kegiatan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya jasa Surat
Menyurat / Alat Tulis Kantor

Jumlah dan Laporan Jasa Surat
Menyurat (Pengadaan ATK)

| [

Terlaksananya Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

Laporan Pelaksanaan
Penyediaan Jasa Komunikasi 12
Bulan

Terlaksananya jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Jasa pelayanan Umum
Kantor (THL)
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Terlaksananya jasa Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Dinas
Kantor

Jumlah Kendaraan Dinas Kantor
Roda 2 dan Roda 4

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Peralatan
Kantor

Tersusunya Laporan Barang Milik
Daerah

Jumlah Dokumen

Terlaksananya Penataan Arsip
Pada Perangkat Daerah

Jumlah Arsip
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5.1

5.2

Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

BABYV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategi akan dijabarkan dalam arah
kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi

pembangunan jangka menengah antara lain :
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;

2. Peningkatan Dukungan Pelayanan Publik Berbasis Tekhnologi Informasi.

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan
dan sasaran. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang
difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Penekanan
prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari
satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka
mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan
pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serangkaian tindakan secara hati-hati
dalam pengambilan keputusankeputusan yang mempertajam arti strategi, guna
tercapainya sasaran dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara

lain :
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website/Aplikasi Online

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dalam tiga tahun mendatang

dicantumkan pada tabel berikut ini.
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Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Peningkatan Pemantapan Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
pelayanan sarana dan sarana dan publik yang memadai
prima Kkepada | prasarana prasarana a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 95

publik

pemerintahan
dengan dukunga
tekhnologi
informasi

pelayanan publik

Peningkatan

Dukungan Pelayanan
publik berbasis
tekhnologi informasi

Pelayanan  Administrasi ~ Kependudukan

berbasis Website/Aplikasi Online

a. Persentase Peningkatan Dukungan
Pelayanan Publik Berbasis Tekhnologi
Informasi 90%
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan
harus dilaksanakan secara lintas bidang dan lintas sektor, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi
dan pemahaman mengenai hubungan penduduk dan dinamikanya termasuk pembangunan

keluarga dengan perkembangan berkelanjutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah
satu SKPD yang menjadi ujung tombak dalam mencapai visi pemerintah daerah, telah menyusun

rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

A.  PROGRAM LOKALITAS KEWENANGAN SKPD.

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program pendaftaran penduduk
Program pencatatan sipil

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

v N

Program pengelolaan profil kependudukan

B. KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026 meliputi kegiatan-kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA :
A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

A. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1.

2.

3.

Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa

Kependudukan
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan

Penduduk

B. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

1.

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran

Penduduk

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku

Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan

C. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1.

Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di

Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
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Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan

Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait

Pendaftaran Penduduk

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Terkait Pendaftaran Penduduk

Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Terkait Pendaftaran Penduduk

D. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1.

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir,

dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk

Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

A. Pelayanan Pencatatan Sipil

1.

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa

Penting
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,

Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil

Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku

Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan

B. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

1.

2.

Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang
Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang

Beragama Islam

Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan
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Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan
Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di

Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan

Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil

Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia

Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil

Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait

Pencatatan Sipil

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Terkait Pencatatan Sipil

Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Terkait Pencatatan Sipil

C. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

1.

Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir,

dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil

Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai
Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama

Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil

Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database

Kependudukan

1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

2. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

3. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
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B. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1.

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan

C. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1.

8.

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di
Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi = Administrasi

Kependudukan

Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia

Melalui Menteri

Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan

D. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1.

2.

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan

Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai
Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama

Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan

Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pendayagunaan Data Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

A. Penyusunan Profil Kependudukan

1.

2.

Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan

yang Lain
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
paian . .
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada PSKPD Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra enane-
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
(1) (2) 3 4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11 (12) (13) (14) (15) (16)
. Pemantapa | 2.12 | 01 Program Penunjang Indeks Kepuasan 84 85 |5.847.000.000f 91 5.847.000.000 | 95 | 6.000.000.000 | 95 |17.694.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Peningk |y sarana Urusan Pemerintah masyarakat PPU
atan - |dan Daerah
Pelayan |prasarana
an Pemerintah
Prima  |ap pengan
Kepa.da Dukungan
Publik | Tekhnologi
Informasi
2.12 01 |2.01 Perencanaan, Indeks Kepuasan 84 85 60.000.000 91 60.000.000 95 60.000.000 95 180.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Penganggaran, dan masyarakat PPU
Evaluasi Kinerja,
Perangkat Daerah
2.12 101 |2.01|{0001 |Penyusunan Dokumen |Jumlah Dokumen 14 50.000.000 14 50.000.000 14 50.000.000 14 180.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Perencanaan Perangkat |Perencanaan Perangkat PPU
Daerah Daerah
2.12 |01 |2.01|0004 |Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA- 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 180.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Penyusunan Dokumen |SKPD dan Laporan Hasil PPU
DPA-SKPD Koordinasi Dokumen
RKA-SKPD
2.12 | 01 |2.01|0005 |Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 180.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Penyusunan Dokumen |Perubahan DPA-SKPD dan PPU
perubahan DPA-SKPD  |Laporan Hasil Koordinasi
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Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
o ) paian Unit Ker
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada mKPeDrJa
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada Pinan | Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra ang
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
€y (2) 3) 4 (5) (6) Y ) 9 (10) (an (12) (13) (14) (15) (16)
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
2.12| 01 |2.02 Administrasi Indeks Kepuasan 84 85 [3.992.422.134| 91 3.992.422.134 | 95 | 3.992.422.134 | 95 |11.977.266.402 |Disdukcapil| Kab.
keuangan Perangkat |masyarakat PPU
Daerah
2.12 |01 |2.02]0001 |Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 336 336 |3.883.822.134 | 336 3.883.822.134 | 336 | 3.883.822.134 | 336 | 11.651.466.402 |Disdukcapil | Kab.
Tunjangan ASN menerima Gaji dan PPU
Tunjangan ASN
2.12 | 01 |2.02 |0002 |Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 12 108.600.000 12 108.600.000 12 108.600.000 12 325.800.000 |Disdukcapil| Kab.
Administrasi Penyediaan Administrasi PPU
Pelaksanaan Tugas ASN |Pelaksanaan Tugas ASN
2.12| 01 |2.06 Administrasi Umum |Indeks Kepuasan 84 87 | 347.000.000 91 347.000.000 95 347.000.000 95 | 1.041.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Perangkat Daerah Masyarakat PPU
2.12 | 01 |2.06 0001 |Penyediaan Komponen |Jumlah Paket Komponen 5 5 2.000.000 6 2.000.000 8 2.000.000 8 6.000.000 Disdukcapil| Kab.
Instalasi Instalasi PPU
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
2.12 | 01 |2.06 |0002 |Penyediaan Peralatan  |Jumlah Paket Peralatan 5 5 25.000.000 6 25.000.000 7 25.000.000 7 750.000.000 |Disdukcapil| Kab.
dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor PPU
Kantor yang Disediakan
2.12 | 01 |2.06 |0005 |Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 2 2 5.000.000 4 5.000.000 5 5.000.000 5 15.000.000 Disdukcapil| Kab.
Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan PPU
Penggandaan
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Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
o ) paian Unit Ker
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada mKPeDrJa
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada Pinan | Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra ang
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
€Y (2) (3 4) (5) (6) ™ (8) 9 (10 (11) (12) (13) (14) (15) (16)
yang Disediakan
2.12 | 01 |2.06 |0006 |Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen bahan 12 10.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 12 30.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Bacaan dan Peraturan |Bacaan dan Peraturan PPU
Perundang-Undangan |Perundang-Undangan
Yang Disediakan
2.12 | 01 |2.06 |0009 |Penyelenggaraan Rapat |Jumlah Laporan 15 15 267.377.863 15 267.377.863 15 267.377.863 15 802.133.589 |Disdukcapil| Kab.
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat PPU
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
2.12 1 01 |2.06|0011 |Dukungan Pelaksanaan |Jumlah Dukungan 2 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 15.000.000 Disdukcapil| Kab.
Sistem Pemerintahan Dukungan Pelaksanaan PPU
Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada
SKPD
2.12] 01 |2.07 Pengadaan Barang Indeks Kepuasan 84.77 | 87 0 91 0 95 153.000.000 95 153.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Milik daerah Masyarakat PPU
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.12 101 |2.07|0001 |Pengadaan Kendaraan |Jumlah Unit Kendaraan 0 0 0 0 0 0 0 0 Disdukcapil| Kab.
Perorangan Dinas atau |Perorangan Dinas Atau PPU
Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan Yang Disediakan
2.12 101 |2.07|0002 |Pengadaan Kendaraan |Jumlah Unit Kendaraan 0 0 0 0 0 0 0 0 Disdukcapil| Kab.
Dinas Operasional atau |Dinas Operasional atau PPU
Lapangan
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
o ) paian Unit Ker
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada mKPeDrJa
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada Pinan | Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra ang
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
€y (2) 3) 4 (5) (6) Y ) 9 (10) (an (12) (13) (14) (15) (16)
Lapangan
2.12 | 01 |2.07 |0005 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 0 0 0 0 1 120.000.000 1 120.000.000 |Disdukcapil | Kab.
disediakan PPU
2.12 101 |2.07 0011 |Pengadaan Sarana dan |Jumlah Unit Sarana dan 0 0 0 0 1 33.000.000 1 33.000.000 Disdukcapil| Kab.
prasarana Pendukung |Prasarana Pendukung PPU
Gedung Kantor Atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Yang
Disediakan
2.12| 01 |2.08 Penyediaan Jasa Indeks Kepuasan 84.77 | 87 [1.315.200.000| 91 1.315.200.000 | 95 | 1.315.200.000 | 95 | 3.945.600.000 |Disdukcapil| Kab.
Penunjang Urusan Masyarakat PPU
Pemerintahan Daerah
2.12 | 01 |2.08 0001 |Penyediaan Jasa Surat  |Jumlah Laporan 6 6 50.000.000 9 50.000.000 10 50.000.000 10 150.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Menyurat Penyediaan Jasa Surat PPU
Menyurat
2.12 | 01 |2.08|0002 |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 12 25.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 12 75.000.000 Disdukcapil| Kab.
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa PPU
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
2.12 | 01 |2.08 0004 |Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 12 | 1.240.200.000 12 1.240.200.000 12 1.240.200.000 12 3.720.600.000 |Disdukcapil| Kab.
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa PPU
Kantor Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
paian . .
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada PSKPD Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra enang-
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8 €] (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2.12 |01 |2.09 Pemeliharaan Barang |IKM 84.77 | 87 | 175.000.000 91 175.000.000 95 175.000.000 95 525.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Milik Daerah PPU
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.12 | 01 |2.09 |0001 |Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 17 17 150.000.000 18 150.000.000 20 150.000.000 20 450.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau PPU
Pemeliharaan, dan Pajak | Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan |yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan |dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
2.12 | 01 |2.09 |0006 |Pemeliharaan Peralatan |Jumlah Peralatan dan 36 36 25.000.000 40 25.000.000 42 25.000.000 42 75.000.000 Disdukcapil| Kab.
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang PPU
Dipelihara
2.12 |02 PROGRAM Persentase kepemilikan | 100 100 | 500.000.000 | 100 175.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 100 Kab.
PENDAFTARAN dan penerbitan PPU
PENDUDUK dokumen pendaftaran
penduduk
2.12 02 |2.01 Pelayanan Persentase Kepemilikan | 100 100 | 125.000.000 | 100 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 375.000.00 |Disdukcapil| Kab.
Pendaftaran dan Penerbitan PPU
Penduduk Dokumen Pendaftaran
Penduduk
2.12 102 |2.01|0001 |Pendataan Penduduk Jumlah Dokumen Hasil 12 50.000.000 12 50.000.000 12. 50.000.000 150.000.000 |Disdukcapil | Kab.
Non Permanen dan Pendataan Penduduk Non PPU
Rentan Administrasi Permanen dan Rentan
Kependudukan Administrasi
Kependudukan
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
paian . .
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada PSKPD Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra enang-
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
€Y (2) (3 4) (5 (6) ™ (8) 9 (10 (11) (12) (13) (14) (15) (16)
2.12 | 02 |2.01|0002 |Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil 3 180.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 680.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Penatausahaan dan Pencatatan, PPU
Penerbitan Dokumen Penatausahaan dan
Atas Pendaftaran Penerbitan Dokumen Atas
Penduduk Pendaftaran Penduduk
2.12 102 |2.01|0003 |Penyelesaian Masalah  |Jumlah Penduduk yang 65 15.000.000 90 18.000.000 100 25.000.000 58.000.000 Disdukcapil| Kab.
Pendaftaran Penduduk [Mendapatkan Pelayanan PPU
Penyelesaian Masalah
Pendaftaran Penduduk
2.12 | 02 |2.01|0004 |Peningkatan Pelayanan {Jumlah Laporan Hasil 2 10.000.000 2 10.000.000 2 10.000.000 30.000.000 Disdukcapil| Kab.
Pendaftaran Penduduk |Peningkatan Pelayanan PPU
Pendaftaran Penduduk
2.12 | 02 |2.01 |0005 |Pencatatan, Jumlah Dokumen 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 150.000.000 |Disdukcapil | Kab.
Penatausahaan dan Pencatatan, PPU
Penerbitan Dokumen tas|Penatausahaan dan
Pelaporan Peristiwa Penerbitan Dokumen tas
Kependudukan Pelaporan Peristiwa
Kependudukan
2.12 | 02 |2.01 0006 |Pencatatan Atas Jumlah Laporan 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 Disdukcapil| Kab.
Pelaporan Peristiwa Pencatatan Atas PPU
Kependudukan Pelaporan Peristiwa
Kependudukan
2.12 | 02 |2.01 0007 |Penerbitan Dokumen Jumlah Laporan 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 60.000.000 Disdukcapil| Kab.
Atas Hasil Pelaporan Penerbitan Dokumen Atas PPU
Peristiwa Hasil Pelaporan Peristiwa
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
paian . .
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada PSKPD Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra enang-
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8 €] (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Kependudukan Kependudukan

2.12 1 02 |2.01|0008 |Pengumpulan, Analisis, |Jumlah Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 15.000.000 Disdukcapil| Kab.
dan Diseminasi Data Pengumpulan, Analisis, PPU
Terkait Pendaftaran dan |dan Diseminasi Data
Perkembangan Terkait Pendaftaran Dan
Penduduk Perkembangan Penduduk

2.12| 02 |2.02 Penataan Pendaftaran |Persentase Kepemilikan| 100 100 | 125.000.000 | 100 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 375.000.00 |Disdukcapil| Kab.
Penduduk dan Penerbitan PPU

Dokumen Pendaftaran
Penduduk

2.12 |02 |2.02|0001 |Penyusunan Tata Cara |Jumlah Dokumen Tata 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 75.000.000 Disdukcapil| Kab.
Perencanaan, Cara Perencanaan, PPU
Pelaksanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,
Pemantauan, Evaluasi, |Evaluasi, Pengendalian,
Pengendalian, dan dan Pelaporan
Pelaporan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Adminduk Terkait
Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
Pendaftaran Penduduk |yang Disusun

2.12 | 02 |2.02|0002 |Pengadaan Dokumen Jumlah Dokumen 1 1 100.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 300.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Kependudukan selain Kependudukan selain PPU
Blangko KTP-E], Blangko KTP-El, Formulir,
Formulir, dan Buku dan Buku Terkait
Terkait Pendaftaran Pendaftaran Penduduk
Penduduk Sesuai Sesuai dengan Kebutuhan
dengan Kebutuhan
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
paian . .
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada PSKPD Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra enang-
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
€Y (2) (3 4) (5) (6) ™ (8) 9 (10 (11) (12) (13) (14) (15) (16)
yang Tersedia
2.12] 02 |2.03 Penyelenggaraan Persentase Kepemilikan | 100 100 | 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 375.000.00 |Disdukcapil| Kab.
Pendaftaran dan Penerbitan PPU
Penduduk Dokumen Pendaftaran
Penduduk
2.12 ) 02.12.030001 |Koordinasi antar Jumlah Laporan Hasil 6 15.000.000 6 15.000.000 8 15.000.000 45.000.000 Disdukcapil| Kab.
Lembaga Pemerintah Koordinasi antar Lembaga PPU
dan Lembaga Non- Pemerintah dan Lembaga
Pemerintah di Non-Pemerintah di
Kabupaten/Kota dalam |Kabupaten/Kota dalam
Penertiban Pelayanan |Penertiban Pelayanan
Pendaftaran Penduduk |Pendaftaran Penduduk
2.12 102.]12.03|0002 |Pelayanan Secara Aktif |Jumlah Dokumen Hasil 1 15.000.000 1. 15.000.000 1 15.000.000 45.000.000 Disdukcapil| Kab.
Pendaftaran Peristiwa |Pelayanan Secara Aktif PPU
Kependudukan dan Pendaftaran Peristiwa
Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan
Penting terkait Pencatatan Peristiwa
Pendaftaran Penduduk |Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk
2.12 |1 02.12.03 0003 |Terfasilitasinya Jumlah Laporan Hasil 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 45.000.000 Disdukcapil| Kab.
Pendaftaran Penduduk |Fasilitasi pendaftaran PPU
penduduk
2.12 102.]12.03 0004 |Penyelenggaraan Jumlah Data 4 15.000.000 5. 15.000.000 5 15.000.000 45.000.000 Disdukcapil| Kab.
Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait PPU
Kependudukan Terkait |Pendaftaran Penduduk
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Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2024-2026

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai
paian . .
Kinerja Tujuan, Sasaran, | pada Unit Kerja
Tujuan | Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Kondisi Kinerja pada PSKPD Lokasi
(outcome) dan Kegiatan | Awal akhir periode Renstra enang-
gung-jawab
(output) Perenca 2024 2025 2026 SKPD
naan
target Rp Target Rp target Rp target Rp
€Y (2) (3 4) (5) (6) ™ (8) 9 (10 (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Pendaftaran Penduduk |yang Dimanfaatkan
2.12 102.]2.03 0005 |Sosialisasi Pendaftaran {Jumlah Laporan Hasil 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 45.000.000 Disdukcapil| Kab.
Penduduk Sosialiasi Pendaftaran PPU
Penduduk
2.12 1 02.12.03]0006 |Kerja Sama dengan Jumlah Dokumen Hasil 5 15.000.000 5 15.000.000 6 15.000.000 45.000.000 Disdukcapil| Kab.
Organisasi Kerja Sama dengan PPU
Kemasyarakatan dan Organisasi
Perguruan Tinggi Kemasyarakatan dan
Terkait Pendaftaran Perguruan Tinggi Terkait
Penduduk Pendaftaran Penduduk
2.12 | 02.]2.03 0007 |Komunikasi, Informasi, |Jumlah Pemangku 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 45.000.000 Disdukcapil| Kab.
dan Edukasi kepada Kepentingan dan PPU
Pemangku Kepentingan |Masyarakat yang
dan Masyarakat Terkait |[Mendapatkan
Pendaftaran Penduduk [Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi Terkait
Pendaftaran Penduduk
2.12]02.]2.03 |0008 |Penyajian Data Jumlah Data 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 60.000.000 |Disdukcapil| Kab.
Kependudukan yang Kependudukan yang PPU
Akurat dan Dapat Akurat dan Dapat
Dipertanggungjawabkan | Dipertanggungjawabkan
Terkait Pendaftaran Terkait Pendaftaran
Penduduk Penduduk yang Tersedia
2.12| 02 |2.04 Pembinaan dan Persentase Kepemilikan | 100 100 | 125.000.000 | 100 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 375.000.00 |Disdukcapil| Kab.
Pengawasan dan Penerbitan PPU
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